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Pelaksanaan tender pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Hukum Persaingan Usaha
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang L arangan Persekongkolan Dalam Tender. Sementara aturan
lain mengenal pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Pada awalnya Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam
persekongkolan tender. Namun pada perkembangannya Panitia Tender menjadi salah satu pihak Terlapor
dalam perkara Persekongkolan Tender. Terhadap Putusan KPPU, terbuka kesempatan untuk mengajukan
keberatan melalui Pengadilan Negeri, yaitu pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum keberatan melal ui
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pelaku usaha tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode
penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis, KPPU tidak dapat memasukkan panitia tender sebagai
pihak dalam hukum persaingan usaha pada kasus persekongkolan tender.

Implementation of the government procurement of goods and / or services is regulated in competition law as
stated in article 22 Act No. 5, 1999. and Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang L arangan Persekongkolan Dalam Tender. While, the other rules of
the government procurement of goods and servicesis also regulated in Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010. At first, tender committee is not included as party in bid rigging. Y et in progress tender committee
become reported party in bid rigging case. Furthermore for the KPPU verdict, businessmen can request
objection to district court. Thisthesisis using Legal Normative method refers to the legal norms found in
laws and regulation. Based on research, KPPU can not input tender committee as party in competition law
on bid rigging case.
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